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pikir'. jPU Mearthi menilai vonis
hakim sangat ringan dan jauh
dari dua per tiga tuntutan yang
diajukan sebelumnya. Da-
lam amar putusannya, majelis
hakim menyatakan, terdakwa
yang bertindak sebagai mantan
ketua Gapoktan Tani Sejahtera,
fembrana, dinilai secara sah
dan meyakinkan melakukan
penyalahgunaan wewenang.
Terkait kerugian .negara se-
Lragaimana dakwaan, hakim
mengatakan tidak sependapat.

Pun dengan unsur melawan
hukum melakukan perbuatan
mqngperkaya diri se_ndiri atau

orang lain, suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian
negara. Selain itu, tprdakwa
juga dinilai terbukti bersalah
melakukan tindak pidana ko-
rupsi, dan melanggar pasal 2
ayat (I) juncto Pasal lB ayat ( I )
huiuf b UU No.3ll1999 tentang
Tipikor sebagaimana diubah
dengan UU No.20l2001 tentang
perubahanatas UU No. 3 I/ 1999
tentang Tipikor. Sebelum mem-
bacakan amar putusan, hakim
mengatakan sejumlah per-
timbangan membejratkan dan

Yang meringankan terdakura
belum pernhh dihukum dan
sopan di persidangan. yang
memberatkan karena akibat
perbuatan terdakwa menyalah-
gunakan kewenangan jabatan.
Terdakwa ditetapkan sebagai
ketua Gapoktan sejak 2009.
Setelah jadi ketua, terdakwa
mengajukan permohonan un-
tuk mendapatkan BLM PUAp
dari Kementrian Pertanian RI
sebesar Rp 100 juta. Namun,
dana bantuan tersebut justru
disalahgunakan yang membuat
dirinya akhirnya dijebloskan ke

meringankan. njara. (pralmus)
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Divonis Ringnh,
SudarmaKecewA
Kasus Korupsi BLM-
PUAP Jembrana
DENPASAR - Terdakwa kasus

korupsi dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) Pengemban-
gan Usaha Agribisnis Pedesaan
(PUAP) dari Kementerian Perta-
nian RI senilai Rp 75 juta I Nengah
Sudarma kecewa dengan putusan
majelis hakim Pengadilan Tipikor
Denpasar kemarin (5/5). Meski
vonis hakim separo lebih ringan
darl tuntutan jaksayang menuntut
terdakwa 4 tahun dan denda se-
besar Rp 50 juta subsider 6 bulan,

putusan 2 tahun dan denda Rp
50 juta subsider I bulan penjara
yang dijatuhkan ketua majelis
hakim Wayan Sukanila jauh dari
rasa keadilan

Menurut Sudarma, keyakinan
hakim menjatuhkan hukuman ber-
dasar Pasal 3 UU No.31/lgg9 ten-
tang Tipikor sebagaimana diubah
dengan UU No.20l2001 tentang
perubahan atas UU No.3l/1999
tentang Tipikor tidak tepat. "Kap-
asitas saya selaku ketua Gapoktan
Tani Sejahtera fembrana murni
hanyamembantupetani *

) Baca Divonis... Hal3l
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IPtt Anggap Putusan Hakim Ringan
Dtvolils...
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tapi bendahara yang nya-
ta-nyata menikmati Rp 25.juta

tidak disentuh. Padahal,
dalam persidangan yang ber-
sangkutan dalam kapasitasn-
ya sebagai saksi mengakui,"
ujar Sudarma dengan raut
muka tegang

Karena itu, atas putusan ma-
jelis hakim, Sudarma yang
didampingi pengacara masih
menvatakan pikir-pikir. |aksa
Penuntut Umum Ni Wavan
Mea4h:ljuga menyatakan pikir-
ll-
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Danapendamping
untukSDRpZ,O
jutapersekolah
(per tahun), dan

Rp l0jutaper
sekolah (per

tahunX
Wayan Adnyane

Kadisdilpora Tabanan

dan.Rp 10 juta Per sekolah (Per

tahun)i' terarlg KadisdikPora
Tabanan Wayan AdnYarn ketika

dikonfirmasi kemarin. Di APBD

*01?, dana pendamPing BOS

seluruh SD hanYa RP l,B miliar
dalam setahun, sedangkan unnrk

$!!P hanya Rp 475,3 iuta setahun.
I ni?'illnvurCasa p e n d a mP i t t g

BoS SD'hanya nfi-4fsaaPer
siswa per tahun mengingat jum-

lah siiwa SD sebanYak 37 ribu,
sedangkan unruk SMP harya RP

25.015 Per siswa Per tahun den-

gan jumlah siswa 19 ribu.
Menumt dia, dengan anggaran

ini, rnemang masih kurang unnrk

menjalankan Program sekolah'

Karena iru, pihak sekolah masih
menggantungkan pelnbiayaan
pendidikan pada partisiPasi
orang tua. "Tidak apa-aPa ada

iuran dari orang tua siswa. Tidak
ada batasan/' terangnya' Hal ini
diakui Kepala SMPN 2 Tabanan
Putu Suartika. Di+ mengatakan,

dana BOS dari Pemerintah Pu-
sat tidak bisa unttkmembiayai
seluruh kegiatan atau Program
sekolah. Pasalnya, Penggunaan
dana IIOS sudah ditentukan
pemerintah Pusat. Tidak bisa
digunakan sembarangan.

"Maka, hanya bisa membiaYai

I I kegiatan di sekolah. Sedangkan

ada 14 kegiatan Yang tidak bisa
menggtrnakan dana BOSj' jelas

Suartika. Ketika ditanYa dana

pendamping BOS dari lerqkab

Thbanan, Suartika tertawa cukup
panjang. Dengan jumlah siswa
sebanyak 1300-an, maka dana
pendamping BOS untuk SMPN
2 Tabanan ini setara dengan RP

7.700 per siswa Pbr tahun, atau
Rp 641 per siswa Per bulan.
Katanya, uang RP l0 iuta untuk
setahun itu hanYa daPat digu-
nakan untuk persembahYan-
gan. Bahkan, untuk membiaYai
seluruh kegiatan PersembahY-
angan pun tidak cukuP.

"Dengan RP l0 juta hanYa un-
ruk tiga kali PersembahYangan.
Tidakbisa unnrk seluruh agenda
persembahyangan di sekolah"'
iukasnva. Maka, kata dia, terPak-

sa prograrrt sekolah ini clicarikan
oendanaannva rnelalui Komite
bekolah SI\'{PN 2 Tabanan. Dan

Komite Sekolah mencarikan
dana melalui iuran komite dari
orang tua siswa. HanYa saja,
diamengaku lupa beraPa iuran
komite dari orang tua siswa.
"Karena itu yang mengurus
Komite Sekolah j' tandasnYa'

Dana kssrite itu selanjutnYa
dipakai unruk membiaYai seluruh

kegiatan sekolah Yang tidak bisa

dibiavai melalui dana BOS dari
putui -"up* persembahYan-

ean vattg ddak seluruhnYa dib-
iavai melalui BOS PendamPing
dari Pemkab. Kata dia l4kegiatan
dibiayai melalui iuran komite,
di antaranya untuk gaii guru
komite, lomba-lomba, dan lain-
nya. "Sava [uPa beraPa anggaran

rrirtuk l4 kegiatan ituJ' pungkas

tlia. (vor/mus, 
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Tabanan Pelit Dana
PendarnpingBOs
TABANAN - Dana bantuan opera_

sional sekolah (BOS) dari pemerintah
pusat dianggap masih kurang untuk
menjalankan program sekolah-di ting_
katSD maupun SMp. Dana BOS untrik
SD saat ini hanya Rp 800 ribu per siswa
p€rtahun, dan SMprhanya Rpl juta per
slswa per tahun. Dengan jumlah yang
begitu minimalis, pemkab Tabanan
ikutan pelit dalam menyediakan dana
pendamping BOS. Tak pelak, penye_
lenggaraan pendidikan di Tabanan
pun bergantung dari iuran siswa.

"Dana pendamping untuk SD Rp 2,6
juta per sekolah (per tahun) *

) BacaTab?nan.,. Hal 31

Sekolah Bergantung luran Siswa
r IABAllAll...
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v '.i'rrr Pidik Kontralctor dan PUPR'.Erar r Urtrr:,lYt.t i::t t_ yt t' 
'.Terkait Korup si Proyek Tukad Mati'H,,:,ff;f;i:T ff*ilj]j Lil"'il1tfi enaitran

DENPASAR-Pasca naik status dari penyelidikan status ke penyidikan, pihak penyidik dari Kejari
ke penyidikan, pihakpenyidik dari pidana khusus Denpasar sudah memeriksa sejumlah saksi baik
Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar terus kebut dari pejabat di lingkungan Dinas Bina Marga
penyidikan. Bahkan segera memproses dan men- Badung maupun Bos PT Undagi faya Mandiri
etapkanbakalcalontersangkadalamkasusdugaan I Made Sutaya selaku penanggungjawab dari
korupsi proyek pembangunan senderan Ttrkad proyek senderan senilai Rp 2,2 miliar.
Mati di Legian, Kut4 Badung. Terkait informasi Sumber, Kepala seksi tnteleien

InformasiyangberhasildihimpvnJawaPosRadar yang juga Humas Kejari Denpasa5 IGNA Kusuma-
Bali, tersangkayang dibidik itu lebih dari dua calon saya Dlputra membenarkan. Ia juga tak menampik
tersangka. Bahkan calon tersangka bukan saja dari jika calon tersangka dalam kasus ini lebih dari satu
pihak kontaktor, tetapi juga pejabat di lingkungan ''brang. Sayangnya, mesh menyebut calon tersangka
Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ru- lebih dari satu, Kusumayasa enggan memberikan
ang)KabupatenBadung. "Tersangkalebihdarisatu. bocoranter{aitbakalcalontersangkadenganalasan
Baik dari Gl4qana (kontrakqq) rngqpgn ,{ari dinas masih dalarh prglg! lglylqikan:(pra/do0



Sub Bagian Hukum dan Humas BPK Rf Perwakilan Frouinsi Bali
,''iiiii'.'',,

,,1 .i .. , ),1'i',

li")l Il ll'.r tl '
E''[' {d# [i{f Eb,n J I

Triwulan I, Realisasi Keuangan
APBD 2017 Jauh dari Thrget

De_npasa. .3ali Post) -
Realisasi keuangan daram APBD provinsr Bati 20rz masih jauh dari target.seperti pada triwulag pertama, realisasi keuangan sejatinya ditarget 22%. Na-mun hingga saat ini baru teT.eatisasi s,lgu",lati itu disa-mpaikao Kepala BiroEkonbmi dan pembalgunan s"ta" F"""i""i B;iiI Ni;;;tl"u" saat ditemui diKantor Gubernur Ba{Jumat tliii t"-.rrrr.

lFu Komite, selain SK Bupati/
Waliltuta.

'Itu sebagai kendal,a mereka.
Jadi ya... maklum saja karena

_ 'Realisasi keuangan b,B0%o masalah keterlambatan gaji
*aritarget 222o, jauhlekali itu. c"r"-;;;-FNS h"d; ti;a"#:
Banyak kendala. Pertama, ke- iu". eau l"f"*pa persyaratan
marin.\ajian gaya \an karena y"rrg -"r,gh.-I.; ;;;..ii;;
9PD (Organisasi Perangkat |aji"Mulai-dari.yr-ij"- -"*Daerah red) baru terbentuk,,, "gij^, 

minimal 2+ iah untut
ujarnya. MenurutLaba, realisa- 6iJa digaji ."."* Uffp, frirrggu
li keuangan Dinas Pendidil<an p"""ou"t.r, Sr.r"ut f"p"t"Ji"
frogqsi B.ali tercatat p4ilg (Sn v""g ",".if, 

Uo-". M.;";
rendah d,rbandrngkan QpD ingat, ada pula grrru non_pN3
rarnnya. uramanya terkait yang ber-SK Kepala Sekolah

ini dengan beralihnyapertama ini dengan beralihnya
kewenangan, yang tadinya d;riKewenangan, yang taclmya ctan
kabupaten jadi provinsi, ini kan
penyelesaian administrasi yang
cukup rumit," jelasnya.

Kendati realisasi keuangan
masih rendah, Ianjut Laba,

tidak demikian dengan real-
isasi fisik. Meskipun, capaian
realisasi fisi-k pun sebetuJrnya
masih di bawah target yang
ditentukan. Sejauh ini, realisasi
fisik sudah mencapai 15% dari
taryet22%o.

Di-konfirmasi terpisah, Ke-
pala Dinas Pendidikan Provinsi
Bali TIA Kusuma Wardhani tak
menampik bila realisasi keuan-
gan pada dinas yang dipimpin-
nya masih belum mencapai
target. Masalah administrasi
yang belum terselesaikan uta-
manya menjadi penyebab hal
itu. Termasuk ketika bicara gaji
gr.rru non-PNS yang terlambat.

"Kan ada masalah admin-

istrasinya karena pengamprd-
han. Walaupun sudah tereal-
isasi mungkin di bulan Maret
ada yang belum terselesaikan
ad m inistrasinya," ujarnya.

TIA menambahkan, renda-
hnya rea lisasi kquangan bukan
berarti tidak ada kegiatan yang
berjalan di Dinas Pendidikan.
Bisa jadi ada kegiatan yang
belum ditenderkan sehingga
turut memengaruhi realisasi.

Sementara itu, APBD 2017
dipasang pada angka Rp 6,222
triliun, dengan belanja daerah
Rp 6,65 1 triliun.. Khusus untuk
anggaran fungsi pendidikan
dialokasikan sebesar 30.52%.
(kr4b32)-
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